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A. Pendahuluan Bantuan Hukum merupakan perjuangan

Lahirnya Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Undang-Undang Bantuan  Hukum)
merupakan salah satu pencapaian utama
dalam perjuangan para human rights
defender di dalam mewujudkan akses
bantuan hukum yang berkeadilan bagi
masyarakat. Lahirnya Undang-Undang

rakyat di dalam mendorong negara
melakukan tindakan partisipatif di dalam
memenuhi  (rights to fulfill) dan
memberikan perlindungan (rights to
protect) terhadap masyarakat di dalam
mencari  keadilan  dalam  proses
penegakan hukum. Namun perjuangan
dalam mewujudkan acces to justice bagi
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masyarakat tidaklah berhenti pada titik
peran negara di dalam memfasilitasi
bantuan hukum bagi rakyatnya, bantuan
hukum harus bergerak dari acces to
Justice dalam rangka mewujudkan fair
trial menjadi bantuan hukum dalam

konteks state fairness and public welfare :

yang bertujuan memberikan melmd
masyarakat dari |
kekuasaan dan pengabaia
publik dalam konteks:
berbasis ke
masyarakat.

'dengan profes1

Konsep bantuan hukum di Indonesia
telah ada sejak zaman kolonial. Pada
masa awal Indonesia = merdeka
pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan berbagai macam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
Advokat khususnya
an hukum di muka
eberapa peraturan
man  kolonial

menyebutkan ke
lam proses persida

Hukum ntuan Hukum)

~ diundangkannya

cermin untuk rnengoreksiny i
-Adnan Buyung Nasution mengutip
Ali Sadikin-

Hukum 4

sebagaimana

penyalahgunaan
kewenangan

Aprofesi Advokat

Bantuan hukum erat
dengan hak asasi manusia.
Indonesia merupakan negara hukum

kaitannya
Negara

B. Bantuan Hukum dan Hak Asasi (rechstaat) yang berdasarkan Undang-

Manusia Undang Dasar Negara Republik

1. Konsep Bantuan Hukum Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun

1945) sebagaimana yang dinyatakan

! Franz Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua
Warga Negara, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, him. 18-21.
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‘dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

dan bukan berdasarkan kekuasaan semata
(machtsstaat). Dengan demikian, hukum
merupakan produk tertinggi dengan
Undang-Undang Dasar sebagai landasan
bagi lahirnya kebijakan dan hukum yang
ada. Dalam kaitannya dengan hak asasi
manusia, konstltu51 memberikan jami

masyarakat yang berhadapan dengan
peradilan pidana, guna mewujudkan
terpenuhinya hak-hak dan mencegah
terjadinya pelanggaran di dalam proses
peradilan pidana secara materiil maupun
pidana formil. Sebagai salah satu
submstem peradilan pidana (criminal
antuan hukum dapat
dalam mencapai

mencerdaskan
melaksanakan

pemikiran ¥

Hukum, yang seb
dalam pasal-pasal dale
1945. Ketentuan _me

ketentuan dalam Pasal UUD Tahun 194
khususnya Bab Hak Asasi Manusia, di
mana dalam Pasal 28D ayat (1) tertuang
bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian  hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Misi awal yang dibawa oleh bantuan
hukum pada awalnya merupakan misi
yang bertujuan mengawal hak-hak

(5]

Franz Hendra Winarta, Op.Cit., him. 78.

- berdasarkan
kemerde dé»%_f

1y 1
hak hak yang harus
dijamin.? Beranjak d.

am perkembangannya bantuan
hukum tidak hanya dalam proses
peradilan pidana namun, kompetensi
peradilan lain baik dalam peradilan
keperdataan, tata usaha  negara,
ketenagakerjaan, perkembangan ini
disebabkan perlunya perlindungan hak-
hak atas hukum yang adil dan perlakuan
yang sama dihadapan hukum, khususnya

5
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 bagi si miskin dan teraniaya yang

disebabkan baik oleh kekuasaan maupun
penyalahgunaan kewenangan, dalam
rangka mewujudkan adanya pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang

menjadi  ketentuan instrumental yang
mewajibkan partisipasi negara di dalam
pemenuhan terhadap akses kepada
Bantuan  Hukum  dalam  rangka
mewujudkan  keadilan. Berdasarkan
undang-undang ini dinyatakan bahwa

sama dihadapan hukum. ' ke iatan bantuan hukum mendapatkan
2. Bantuan Hukum dan tangg i '
jawab negara
Sejarah mengenai
hukum di  Indones
dilepaskan dari
dalam bldan I

jawab negara
lembaga

memberikan _ penda

16 Tahun
mendorong

mutka hakim. Jikalau terdakwe tidelk akim dapat menunjuk
seorang advokat atau procureur yang dip .
Pasal 250 HIR. Bila si tertuduh diperintahkan dibavake dilan karena suatu kejahatan, yang
menyebabkan hukuman mati, dan si tertuduh itu baik dalam pemerrksaan oleh opsir justitie yang ditetapkan
dalam Ayat 6 Pasal 82 HIR, menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh
sarjana hukum atau seorang ahli hutam...”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 54 dinyatakan bahwa Guna kepentingan
pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat
hukum selama dan dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara undang-undang
ini. Pasal 56 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hulum
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib
menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
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C. Hukum, Hak Asasi Manusia

1. Mindset Hukum dan Penegakan
Hukum

Hukum dan Penegakan hukum (law
enforcement) tidaklah dapat dipisahkan
dari dua  faktor yang  saling
mempengaruhinya, yaitu (1) peraturan
yang dihasilkan melalui proses logis, (2
keterlibatan manusia dalam
bekerjanya hukum (Satji

diartikan  sebagai
digariskan  oleh
mengatur hak dé

Vo sl (e ¥aY
(D LICULLT, ZUX

hukum dite

>h leglslaton .
mati (a’ec;&fi 2

berjenis
demokrasi. :
yang  demokratis,
manusiawi  dapat
perumusan yang menjunjun z
kemanusiaan dalam susunan logf
perundang-undangan yang dibentuknya.
Dalam negara yang demokratis, hukum
dijunjung tinggi karena dilahirkan
melalui sebuah rahim kekuasaan negara
yang menempatkan rakyat sebagai subjek
yang berdaulat. Kehadiran hukum
ditengah-tengah manusia harus dipahami
bahwa hukum hadir untuk manusia
(Satjipto, 2009) dan bukan manusia
untuk hukum.

Kenyataan keberadaan hukum dan
penegakannya di Indonesia sangatlah
bertolak belakang dari idealisme hukum
di atas. Hukum di Indonesia masih
menjadi barang mahal bagi sebagian
rakyat, dan juga menjadi biang keladi
penmdasan kepada rakyatnya, hal ini

kehadlrannya ada
memajukan

dan kemampua
mseberapa _|auh

dan

kan anugerah
or man dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan dan perlindungan harkat
dan martabat'. Hak asasi tersebut wajib
untuk diakui, dihormati dan dilindungi
oleh negara berdasarkan hukum. Dalam
implementasi hak asasi pada proses
penegakan hak-hak sipil, bahwa hak asasi
manusia di dalam proses hukum memiliki
perhatian secara khusus. Seringkali di

Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2015 145




~ dalam proses hukum, orang yang

berhadapan dengan hukum dijadikan
objek di dalam proses hukum, sehingga
seringkali di dalam proses penegakan
hukum terdapat pelanggaran hak-hak
sipil.

Di dalam Deklarasi Umum Hak

Asasi Manusia Pasal 10 menyata :
bahwa “Setiap orang berh '
persamaan vang

didengarkan suarany
dan secara adil g
merdeka dan ti
menetapkan

ajib annya

pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap ( the rights to fair trial on
criminal charge is considered to start
running not ‘“only upon the formal

lodging of a charge but rather on the date
on which states activities substantially

affect

the situation of the person
12/

dapatkan peradilan
bagi setiap
ara. Untuk
Ah,  suatu
¢epada

- pidana yang
KonstltuSl

hak untuk memperolé
to justice rights).
Hak atas peradilan yang

trial rights) merupakan suatu hak untule™

mendapatkan perlindungan dari
pembatasan hak secara sewenang-
wenang atau perampasan hak asasi dan
kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk
mendapatkan peradilan yang adil (fair
trial rights), berhak didapatkan oleh
tersangka/tertuduh  sejak  dimulainya
proses penanganan/pemeriksaan oleh
pihak kepolisian atas tuduhan terhadap
tersangka sampai dengan adanya putusan

tindakan kesewenang
- dilakukan oleh penega

~ pemaksaan
. Bantuan

praduga tak
pemberian  Bantuan
dilakukan

“Proporsional, sehingga suatu
peradilan yang adil dapat terwujud.

Akses Keadilan

Hak untuk memperoleh keadilan
(access to justice) merupakan hak asasi
yang dimiliki setiap warga negara.
Negara  sebagai  pelindung  dan
pemerintah, wajib untuk memberikan
perlindungan dan pembelaan kepada
setiap warga negara atas adanya
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perlakuan yang tidak adil yang dialami
warga negara. Bahwa berdasarkan
amanah dalam UUD 1945, setiap warga
memiliki persamaan kedudukan di dalam
hukum, dan berhak atas perlindungan
hukum yang adil, serta persamaan
perlakuan hukum, sehingga hak-hak
warga negara berdasarkan kOIlStlt‘USl
wajib dijamin dan dilindungi ole
dalam suatu peraturan _sper
undangan. Dalam
UUD 1945 di dal
menyatakan  bah
Pemajuan, Pen

undang dilaksanakan dengan profesional
dan lepas dari intrik politik praktis dan
kekuasaan tiran.

Bagaimana dengan Indonesia, di
Indonesia Pengadilan hampir tidak lagi
berperan di dalam mewujudkan keadilan.
Angka tahun 2009 menunjukan bahwa

perkara.
kebanyakan

Hak Asasi Ianggung
Jjawab nega Pemerintah. Hal
ini sema negara berperan

jawab

masyarakat '

tantangan yang
negara Barat

dibesar-besarkan (War 3ar
Adriaan Bedner). Pandang
pengadilan  merupakan
keadilan di masyarakat pada negara—
negara Barat sesungguhnya adalah benar
adanya, hal ini dapat dilihat dengan
sistem hukum yang ada yang merujuk
kepada sistem common law system
dengan Pengadilan sebagai tulang
punggung hukum, demikian juga pada
masyarakat di Eropa yang menggunakan
sistem civil law dengan undang-undang
sebagai tulang punggung keadilan, di
mana mekanisme pembentukan undang-

dalam

mekanisme mediasi, a
: dengan penyelesa1an

a'B%ckman 200
S terhad

agffair justice tidak
apat  ditemukan melalui
lembaga pengadilan semata, kemudian
fair justice dalam konteks akses keadilan
mengalami perkembangan terkait dengan
Justice to acces human  dignity
berdasarkan prinsip dan standar hak asasi
manusia. Kemiskinan, korupsi,
permasalahan sosial, ekonomi, politik,
hukum dan lainnya  merupakan
permasalahan kompleks yang ada di
Indonesia. Sistem yang ada pada
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dasarnya sudah menampung
permasalahan sebagaimana tertuang pada
instrumen hak asasi manusia yang ada di
Indonesia. Namun, pada dasarnya sistem
hak asasi manusia yang ada masih
dipandang  sebagai sesuatu  yang

instrumental yang menjadi aksesoris

dalam demokrasi dan negara hu
dengan mengabaikan prinsi
bagi seluruh warganya.

Permasalahan ak
relevan di Indone
terkait dengan i ,
merupakan

- orang

langkah-langkah mendukung reformasi
yang tengah berlangsung untuk mencapai
tujuan yang lebih besar lagi yaitu
pembenahan sistem hukum untuk
mencapai bentuk negara hukum yang
ideal (BAPPENAS: 2009).

Konsep Akses terhadap keadilan

avintinya berforkus pada dua tujuan
aan suatu sistem

: berdasarkan

tas hukum namun,
hukun ! a tidak mencq inkan

\ terhadap
kesejahteraan inilah

yang menjadx

fokus akses terhadap keadilan mengalam -

perkembangan. Pada awalnya akses
keadilan hanya menekankan upaya

penyediaan  bantuan  hukum  bagi
masyarakat miskin, kemudian
bekembang menjadi penyatuan

kepentingan dari para pihak yang
berperan dalam  pemberian  akses
terhadap keadilan bagi masyarakat
miskin, yang melibatkan antar institusi.
Perkembangan berikutnya adalah pada

diri (BAT ENAS 2009).

Perkembangan akses keadilan di
dalam perkembangannya bukan lagi
akses keadilan dalam konteks fair trial
semata namun kepada acces fo justice
yang lebih luas lagi. Akses keadilan
berkembang  dari  conseel  help
berdasarkan belas kasihan, menjadi state
obligation to fulfill society justice of its
rights. Perkembangan akses keadilan
beranjak dari mengedepankan kepada
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Pemberdayaan Hukum, di mana
- pemberdayaan ini memfokuskan kepada
peningkatan kapasitas indivdu untuk
menggunakan sistem hukum, menjadi
akses kepada keadilan dalam konteks
“perubahan sistemik” untuk
memungkinkan individu berhasil dalam
memanfaatkan hukum (Ward Barenchot.
dan Adriaan Bedner).

B Kepemilikan dan

Akses pelayanan dan ban
pemenntah

. tanah dan SDA

BAPPENAS pada tahun 2009,
dengan mendasarkan hasil penelitian
yang ditinjak lanjuti dengan penyusunan
Strategi Nasional Akses terhadap
Keadilan, mengemukakan 6
permasalahan pokok keadilan dan
strategi bagi fokus permasalahan, antara

Akses terha
bantuan hukum
es terhadap keadilan p

keadilan
Indonesia
beberapa fakte
pisau analisis Daw
membagi permasals
kategori, yaitu:
a) Sistem: sistem h

masyarakat, di mana sistem

yang ada merupakan hasil oleh

kepentingan yang belum memfokus-
kan  kepada  kebutuhan  dan
berorientasi kepada pemenuhan hak-
hak publik. Hal ini dapat dilihat masih
banyaknya peraturan perundang-
undangan, baik di level pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah
dalam penerapan melalui produk
hukum  daerah  yang  masih

lola pemermtahan daerah

. lainnya
terthambatn;

s R

at'in] ang mengedepankan

partisipasi publik dan penyebarluasan

kebijakan hukum yang dilakukan
melalui komponen-komponen negara
yang seharusnya bertanggung jawab
melahirkan hukum itu sendiri kepada
masyarakat.

b) Struktur: pada struktur dirasakan
masih adanya ego sektoral di dalam
pengambilan kebijakan publik, yang
menyebabkan diabaikannya kepen-
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tingan-kepentingan publik maupun
tertutupnya akses publik terhadap
pelayanan dalam bidang pemenuhan
akses keadilan terhadap pelayanan
baik pelayanan dalam bidang hukum
maupun pelayananan kesejahteraan
lainnya.

¢) Kultur, yaitu pembudayaan itu sendiri
di mana akses publik terha
pandangan—pandangan il
hadap lembaga

sedangkan, lemba

hukum yang dapat menghasilkan

ketentuan yang adil bagi semua kalangan.
Akses keadilan tidak dapat lagi
dikatakan sebagai responsif effort
namun, lebih dari upaya responsif berupa
perubahan secara sistemik pada struktur
penegakan

keadilan, baik sistem
mendorong perubahan

ketetentuan yang
dan menciptakan ru

itu,

_ ambat
keadlla;z -.dan

pelayanan
diskriminasi, *
kasus lainnya ¢
faktor yang diseb
hambatan di atas. Penge
bisa lagi dlpandan&

disediakannya, namun harus mehﬁ@mng‘

terwujudnya sebuah dasar yang jelas
berupa instrumen hukum yang menjamin
perencanaan, pelaksanaan, dan membuka
akses terhadap pengevaluasian ataupun
mekanisme penanganan keluhan dan
penyelesaiannya. Akses keadilan
haruslah berbasis kepada permasalahan
dan penyelesaiannya merupakan
permasalahan dalam 2 (dua) lingkup
dasar, yaitu: 1) sistem hukum yang dapat
diakses oleh semua orang dan, 2) sistem

terhadap

dalam mémahaml hukum
Kedua, karakterlstlk fort

» “pon hukum,
egak }‘mkujn dan pengambil
ukum "dan  kesejahteraan
pﬂlﬂ{’ h‘anyalah mekanis layaknya robot
yang menjalankan hukum yang sudah
dipahami  mengabaikan kepentingan
publik dan keadilan. Ketiga, vaitu
pandangan terhadap bahwa undang-
undangan yang membentuk sistem
adalah cerminan dari ide-ide keadilan dan
moralitas yang hidup dalam masyarakat.
Ketiga hal ini merupakan cerminan
bagaimana akses keadilan publik masih
terhambat, oleh karena itu perlu
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dilakukan langkah penanganan bagi
perubahan di dalam mewujudkan akses
publik  terhadap keadilan dan
kesejahteraan sosial.

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam
Mewujudkan Akses Keadilan

1. Lembaga Bantuan Hukum dalam_

konteks Civil Society
Dalam  sebuah pe
pemerintahan dan peneg
efektif dan demokratis
pemenuhan hak as
menuntut adan

tokal—yang
masyarakat.” £
belakangi o}l
kebijakan 2
lembaga

kebijakan ¥
undangan.
Tahun 20%
Peraturan Pe
kan adanya ru
dalam pengambilk
maupun perundang-
publik diberikan ruang “di
pentahapannya.  Walaupurt artis
belum menyebutkan kriteria, namui.
untuk partisipasi publik dlsedlakan
demikian juga di dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Civil Society dapat dimaknai sebagai
kumpulan institusi atau organisasi di luar

“'sektor swasts

pemerintah dan sektor swasta, atau sebagai
ruang tempat kelompok-kelompok sosial
dapat eksis dan bergerak. Lembaga
Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non
Pemerintah hanyalah satu komponen civi/
society. Komponen lainnya adalah institusi
masyarakat diakar rumput, media, institusi

s:as1 profesi, organisasi
a in yang secara
i kekuatan
. maupun

bahwa pemerintah yang
kepada legitimasi
i yang luas,

1 mengenai  Pen
'ng terdapat di

mengalam: pergesaran B
yang pada awa]nya met

nggunakan perpanjangan
tangan masyarakat melalui lembaga-
lembaga civil society untuk membangun
akses  keadilan bagi  masyarakat.
Perpanjangan tangan melalui state
obligation mengalokasikan anggaran pajak

7 Hetifah SJ Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, him

Xxiv.
& Ibid., him. 4.

?  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi
bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pemberi bantuan hukum.
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~masyarakat untuk mendorong masyarakat

mengakses keadilan. Anggaran pajak
masyarakat yang dialokasikan untuk dana
bantuan hukum tidaklah sedikit, hal ini
bertujuan untuk medorong terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur.

Tanggung jawab negara di dalam

bantuan hukum terlihat di dalam Pasa
Undang-Undang Nomor 16 T
tentang Bantuan Hukum.'® B
negara hukum yang '

permasalahan dengan 8 (delapan) akses
penyelesaian  apabila negara tidak
membangun lembaga-lembaga ini untuk
mendorong terhadap perubahan, dan
mustahil bagi negara untuk menyelesaikan
permasalahan 250 juta warga Indonesia
seorang diri, dan tetap membutuhkan
nbaga ini sebagai agent of
_bertujuan kepada
masyarakat
erkecil di

hanya sekedar
dari pada itu

dengan organisasi bantuan huj
tulang punggung dan agent
change di dalam masyarakat.
Pentingnya pewujudan akses keadilan
harus didorong oleh komponen civil
society yang bukan berasal dari negara.
Mustahil menyelesaikan 6 (enam) fokus

,mbangun bantuan huku
erwujudnya akses

kepada penyelesaian
mengabaikan aspe ang
: hanya
am proses
fokus

sdian bantuan hukum
esuhtan hal ini dapat dilihat

pada hasﬂ evaluasi pelaksanaan bantuan

hukum tahun 2014 dan program bantuan
hukum tahun 2015 pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI

Penyelenggara Bantuan Hukum bertujuan untuk: a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan
hukum untuk mendapatkan akses keadilan. b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai
dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. ¢) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan
hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia; dan d) mewujudkan
peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Jakarta terdapat beberapa permasalahan

substansial dan administratif dalam

pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga

bantuan hukum,'! antara lain:

i. Tidak adanya surat keterangan tidak
mampu;

ii. Berkas tidak lengkap;

iii. Bon tidak sesuai realisasi;

iv. Materi penyuluhan tid
dengan bantuan hukumg
miskin;

v. Kasus khusus

itu, bantuan hukum harus melakukan
perubahan konteks dari kacamata kuda
hukum kepada kacamata sosial yang lebih
luas lagi kepada pemberdayaan dan
penciptaan akses keadilan bagi seluruh
masyarakat.

Bantuan hukum dalam undang-

Bantuan Huku formasi

menjadi  Bantuan

——

masyarakat.

Negara buka
memberikan dana ‘&
tidak berbasis kepad
masyarakat dan mendoro
dalam masyarakat, 2
haruslah mendorong lembaga-lemba a |
ke dalam konteks yang lebih luas lagi
dalam rangka Advokasi Publik untuk
menciptakan  akses  keadilan  bagi
masyarakat, baik untuk kalangan si miskin
untuk bantuan litigasi, maupun seluruh
masyarakat dalam mendorong kebijakan
publik yang berorientasi kepada partisipasi
dan berbasis kepada keadilan. Oleh karena

pengambilan  kebijaka
ﬁﬁ’kum, mendorong }
" suatu  kebijakan, k

sistem

améwujudkan perubahan
“atau pola pikir dan budaya
peJabat lembaga dan masyarakat
terhadap  hukum  yang  memuat
ketetentuan yang adil bagi masyarakat
dan menciptakan ruang bagi masyarakat
dalam mengakses perubahan itu sendiri.

Hadirnya lembaga bantuan hukum di
dalam masyarakat merupakan organ

1 http://www.hukumonline.con/berita/baca/1t545450377f089/lima-masalah-dalam-pemberian-bantuan-
hukum-oleh-obh di unduh tanggal 15 November 2015.

wn
('S

Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2015 JE




dalam masyarakat yang merupakan
respon akibat hambatan terhadap akses
keadilan, khususnya dalam bidang
hukum,. Perkembangan dalam
masyarakat ~ mendorong  lembaga-
lembaga bantuan hukum untuk bekerja

kepada permasalahan yang melibatkan

tidak hanya sekedar si miskin
lebih kepada hambatan sistemy;
dan kultur dari hukum i
keadilan merupa

dalam  pewujug agi

masyarakat di dalam pemenuhan hak-hak
yang bertujuan mencipatakan keadilan
sosial bagi masyarakat. Bantuan hukum
harus bertransformasi menjadi bantuan
yang mampu memberikan akses keadilan
melalui  advokasi  publik  agar
rwujudnya akses masyarakat secara
ada keadilan, tanpa

ehsi,  pendampingan

Shukum harus
g mampu

mendorong pe
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